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ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran krusial pemerintah dalam memajukan kualitas pelayanan pendidikan sebagai
latar belakang kebutuhan pendidikan yang berkualitas untuk kemajuan suatu negara. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menginvestigasi peran pemerintah dalam konteks pendidikan, termasuk pembiayaan,
regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan di Indonesia. Dalam metode penelitian ini, kami
menganalisis kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah, serta mengumpulkan data
dari berbagai sumber termasuk survei, wawancara, dan literatur terkait. Hasil penelitian ini menyoroti
pentingnya alokasi anggaran yang memadai, regulasi yang efektif, kurikulum yang relevan, pelatihan guru
yang berkelanjutan, dan pengawasan yang ketat sebagai faktor-faktor kunci dalam meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pemerintah dapat
berperan dalam mengoptimalkan sistem pendidikan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Kualitas Pelayanan; Pelayanan Pendidikan

ABSTRACT

This research discusses the crucial role of the government in advancing the quality of education services
as the background for the need for quality education for the progress of a nation. The purpose of this
research is to investigate the role of the government in the context of education, including financing,
regulation, curriculum, teacher training, and supervision in Indonesia. In this research method, we analyze
education policies implemented by the government and gather data from various sources, including surveys,
interviews, and related literature. The results of this research highlight the importance of adequate budget
allocation, effective regulation, relevant curriculum, sustainable teacher training, and strict supervision as
key factors in improving the quality of education services. This research provides valuable insights into how
the government can play a role in optimizing the education system for a brighter future.
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PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam meningkatkan
kualitas layanan pendidikan adalah topik
yang sangat penting dalam konteks sistem
pendidikan Indonesia (Akbar & Picard, 2019;
Akib et al., 2016; Sulistyowati, 2021)staff/
employee, students, and alumni. Indonesia,
sebagai negara yang padat penduduk dan
beragam, menghadapi berbagai tantangan
dalam menyediakan layanan pendidikan yang
meratadan berkualitas tinggi kepada warganya.
Tantangan-tantangan ini meliputi masalah
seperti distribusi sumber daya pendidikan
yang tidak merata, tingkat kompetensi guru
yang bervariasi, kurikulum yang ketinggalan
zaman, dan kurangnya mekanisme regulasi
yang efektif (Dewi et al., 2017; Toprak, 2020).

Dalam mengatasi permasalahan ini,
beberapa kerangka teoritis telah diusulkan
untuk memahami peran pemerintah dalam
pendidikan (Dilulio Jr, 1994; Eltrudis &
Monfardini, 2020; Geissinger et al.,2019; Khan
et al., 2020; McCarter et al., 2022; Zhu, 2014).
Teori tata kelola pendidikan menekankan
tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan
kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan
memastikan efektivitas keseluruhan sistem
pendidikan (Akib & Thukiman, 2020). Selain
itu, Teori Modal Manusia mengatakan bahwa
investasi dalam pendidikan, yang difasilitasi
oleh kebijakan dan inisiatif pemerintah,
memberikan kontribusi signifikan terhadap
perkembangan ekonomi (Syam et al., 2018).

Meskipun pemerintah Indonesia telah
melakukan upaya besar untuk meningkatkan
sistem pendidikannya, diperlukan penilaian
komprehensif terhadap efektivitas intervensi
pemerintah. Studi-studi terbaru menyoroti
perlunya analisis yang lebih mendalam
mengenai peran pemerintah, termasuk
keterlibatan keuangan, kapasitas regulasi,
pengembangan kurikulum, program pelatihan
guru, dan mekanisme pemantauan (Gonzalez
& Pelayo, 2022).
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METODE
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif untuk mendalami peran pemerintah
dalam  mendorong  kualitas  pelayanan
pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif
akan memungkinkan kami untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam tentang konteks,
persepsi, dan pengalaman individu terkait
peran pemerintah dalam pendidikan (Creswell
& Clark, 2017).

Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian
ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki
keterkaitan dengan sistem pendidikan di
Indonesia. Ini termasuk pejabat pemerintah
di tingkat pusat dan daerah yang terlibat
dalam perumusan dan implementasi kebijakan
pendidikan, guru, siswa, orang tua siswa,
dan mungkin juga pemangku kepentingan
lainnya seperti anggota masyarakat, LSM,
dan akademisi. Pemilihan informan dilakukan
secara purposive untuk memastikan representasi
yang baik dari berbagai perspektif yang relevan
dalam konteks pendidikan Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam  (in-depth interviews) dengan
informan-informan yang relevan. Wawancara
dipandu oleh panduan wawancara yang
dirancang sebelumnya, yang akan mencakup
pertanyaan terkait peran pemerintah dalam
pendidikan. Selain itu, data dikumpulkan
melalui analisis dokumen kebijakan pendidikan
yang relevan, laporan-laporan pemerintah, dan
literatur terkait.

Analisis Data

Data  kualitatif yang terkumpul
dianalisis menggunakan pendekatan analisis
konten (content analysis). Proses analisis akan
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melibatkan pengkodean data, pengelompokan
temuan-temuan, dan penyusunan pola-pola
temuan yang muncul dari wawancara dan
dokumen-dokumen yang dianalisis. Analisis ini
akan membantu kami untuk mengidentifikasi
pola-pola terkait peran pemerintah dalam
mendorong kualitas pelayanan pendidikan,
serta memahami dampak kebijakan dan praktik
yang ada.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyuguhkan
wawasan yang mendalam mengenai peran
pemerintah dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia.
Penelitian ini mengarahkan perhatian pada
beberapa dimensi utama peran pemerintah
dalam sistem pendidikan, yaitu pembiayaan,
regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan
pengawasan, dengan tujuan mengidentifikasi
sejauh mana pemerintah telah berkontribusi
pada pembenahan sektor pendidikan di negara
ini.

Pembiayaan pendidikan menjadi fokus
awal penelitian ini. Temuan menunjukkan
bahwa pemerintah Indonesia telah
meningkatkan  alokasi anggaran untuk
pendidikan, menggambarkan komitmen untuk
mengatasi tantangan kekurangan sumber daya
yang telah lama menjadi permasalahan dalam
sistem pendidikan. Namun, penting untuk
mencatat bahwa masih terdapat kendala dalam
efisiensi penggunaan dana tersebut dan dalam
mendistribusikannya secara merata di seluruh
wilayah Indonesia. Beberapa daerah, terutama
yang terpencil, masih menghadapi kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Regulasi adalah unsur penting lainnya
dalam upaya pemerintah untuk mendorong
kualitas pendidikan. Meskipun terdapat
kerangka kerja regulasi yang ada, perlu
diperkuat dan diperbarui secara teratur agar
tetap relevan dan efektif. Peningkatan regulasi
akan membantu memastikan bahwa kebijakan-
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kebijakan pendidikan dapat dijalankan dengan
baik, menghindari praktik-praktik yang
merugikan, dan menjaga standar kualitas
pendidikan.

Selanjutnya, kurikulum adalah aspek
kunci dalam pendidikan. Penelitian ini
mengidentifikasiperlunyapembaruankurikulum
agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman
dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan
memungkinkan siswa untuk memperoleh
pengetahuan dan keterampilan yang relevan
dan berdaya saing dalam era globalisasi.

Pelatihan guru juga menjadi sorotan
dalam penelitian ini. Guru adalah salah satu
komponen terpenting dalam sistem pendidikan.
Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan,
program pelatihan guru harus diperbaiki dan
diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini
dalam pendidikan. Selain itu, insentif yang
ditawarkan kepada guru perlu disesuaikan agar
dapat mendorong mereka untuk meningkatkan
kinerja dan berkontribusi secara positif pada
proses pembelajaran.

Pengawasan yang ketat merupakan
langkah  penting ~ dalam  memastikan
pelaksanaan kebijakan pendidikan yang efektif.
Mekanisme pengawasan perlu dikembangkan
dan diperkuat untuk memastikan bahwa
standar pendidikan terpenuhi dan setiap
penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan
cepat. Pengawasan yang baik juga dapat
mencegah terjadinya penyimpangan dalam
penggunaan dana pendidikan.

Sementara temuan-temuan ini
menggambarkan komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,
masih ada tantangan yang harus diatasi. Selain
faktor kebijakan, masalah sosial, ekonomi,
dan budaya juga memengaruhi efektivitas
peran pemerintah dalam pendidikan. Untuk
mencapai hasil yang lebih positif, kolaborasi
antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai
pemangku  kepentingan  lainnya  perlu
ditingkatkan. Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dalam sistem pendidikan juga
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dapat membantu mengatasi masalah yang ada.

Dalam konteks masa depan, penelitian
ini memberikan pandangan yang kaya dan
mendalam tentang bagaimana pemerintah
dapat terus berperan dalam mendorong
kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia.
Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan
dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi
pemerintah untuk merumuskan kebijakan-
kebijakan yang lebih efektif dan merata,
sehingga sistem pendidikan Indonesia dapat
bergerak menuju masa depan yang lebih cerah
dan lebih berkualitas.

Penelitian ini telah memberikan wawasan
yang penting tentang peran pemerintah dalam
mendorong kualitas pelayanan pendidikan di
Indonesia. Hasil penelitian ini mencerminkan
berbagai aspek yang relevan dalam konteks
pendidikan di negara ini, termasuk pembiayaan,

regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan
pengawasan.
Dalam hal pembiayaan pendidikan,

temuan penelitian menggambarkan komitmen
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
alokasi anggaran pendidikan. Ini sejalan dengan
pemahaman bahwa pembiayaan yang memadai
adalah prasyarat penting untuk meningkatkan
mutupendidikan (Agustin & Arza, 2019; Gunter,
2018; Renfrew et al., 2021; Rieckmann, 2017,
Syam et al., 2018; Weber et al., 2022). Namun,
perlu ditekankan bahwa pentingnya alokasi
anggaran yang cukup harus diimbangi dengan
upaya untuk memastikan penggunaannya secara
efisien dan distribusi yang merata di seluruh
wilayah (Chong et al., 2016; Datzberger, 2018;
Foo, 2013; Maravilla et al., 2022; Munna, 2021;
Usman, 2017; Yera et al., 2020).

Regulasi adalah aspek lain yang memiliki
dampak signifikan dalam perbaikan kualitas
pendidikan. Temuan ini mencerminkan
pentingnya memperkuat dan memperbarui
regulasi pendidikan secara berkala agar
tetap relevan dan efektif dalam mengawasi
pelaksanaan kebijakan pendidikan (EI Mhouti
& Erradi, 2018; Mishra et al., 2020; Zhou et
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al., 2021). Regulasi yang kuat dapat membantu
mencegah penyimpangan dan memastikan
bahwa standar kualitas pendidikan terpenuhi.

Kurikulum yang relevan dengan
perkembangan zaman dan  kebutuhan
masyarakat adalah landasan penting dalam
penyediaan pendidikan berkualitas. Hasil
penelitian ini menggarisbawahi perlunya
pembaruan kurikulum untuk memastikan
bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang sesuai dengan tuntutan
masa kini (Baskan, 2020; Dewi, 2017; Holmes,
1931). Pembaruan kurikulum juga harus
memperhatikan konteks lokal agar pendidikan
menjadi lebih relevan.

Pengembangan dan pelatihan guru
adalah komponen kunci dalam usaha
meningkatkan mutu pendidikan. Temuan
penelitian ini mengakui pentingnya investasi
dalam pengembangan profesional guru
(Lattouf, 2022). Program pelatihan guru yang
berkualitas akan memberikan dampak positif
pada kemampuan pengajaran mereka, yang
selanjutnya akan berdampak pada hasil belajar
siswa (Cremin & Nakabugo, 2012).

Pengawasan yang ketat terhadap
pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah upaya
penting untuk memastikan bahwa program-
program pendidikan berjalan sesuai standar
(Ferguson & Marvin, 2017). Pengawasan yang
baik juga dapat membantu mengidentifikasi
penyimpangan dan memungkinkan tindakan
korektif yang cepat.

Dalam konteks keseluruhan, temuan
penelitian ini memberikan landasan yang
kuat bagi pemerintah Indonesia untuk terus
meningkatkan peran mereka dalam mendorong
kualitas pelayanan pendidikan. Kolaborasi
dengan berbagai pemangku kepentingan,
peningkatan transparansi, dan akuntabilitas
yang lebih baik akan menjadi faktor penting
dalam mencapai hasil yang lebih positif di
masa depan. Rekomendasi yang dihasilkan
dari penelitian ini dapat digunakan sebagai
panduan untuk merumuskan kebijakan-
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kebijakan yang lebih efektif dan merata dalam
bidang pendidikan, sehingga menciptakan
sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan
berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam mendorong
kualitaspelayananpendidikandilndonesiasangat
penting dan multifaset. Temuan menekankan
pentingnya alokasi anggaran yang memadai
untuk mendukung sistem pendidikan yang
berkelanjutan, serta perluasan dan penguatan
regulasi pendidikan yang dapat menjaga standar
kualitas yang tinggi. Pembaruan kurikulum
yang relevan dengan perkembangan zaman dan
kebutuhan masyarakat juga menjadi langkah
kunci dalam memberikan pendidikan yang lebih
bermakna. Demikian pula, pelatihan guru yang
berkelanjutan dan berkualitas tinggi adalah
investasi yang esensial dalam meningkatkan
kinerja pendidikan. Terakhir, pengawasan
yang ketat adalah bagian integral dari upaya
memastikan bahwa kebijakan pendidikan
dijalankan dengan baik dan layanan pendidikan
berada pada tingkat kualitas yang diharapkan.
Penelitian ini memberikan pandangan yang
mendalam tentang pentingnya peran pemerintah
dalam mengoptimalkan sistem pendidikan,
dengan tujuan akhir mencapai masa depan
pendidikan yang lebih cerah dan berkualitas
bagi masyarakat Indonesia.
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